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ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan asuransi merupakon suatu hal yvong pokok don sesuai
denpan perkembangan waman, hal ini schubunpgan dengan kepiatan manosia, Hepgilo
juga dengan alat-alat transportasi vang semakin hari semakin berkembang denpan
pesatnva, Keadosn demikion menvebabkan hampir setiop han wenedi kecelakagn,
vang disebabkan eleh kendarazn bermotor sehingga menimbulkan kerugian vang
tidak sedikit. Kecelakasn kendarsun bermaoter itu disehabkan karens kerong hati-
hatinys pengendara, disebabkan oleh pihsk ketiga seperti dicuri maupun kendisi
kendaraan vang kurang lavak jalan,

Beramjak  dart uraion  diatas moka ada beberaps hal wvang mempakan
permasalzhan yang terdiri dari bapaimana cara menentukan besarnva premi asuransi
kendaraan bermotor jika dikaitkan denpan pembayaran ganti kerugian, bagaimana
prosedur pembayaran ganti kerugian, bagaimana dengan klaim vang disjukaen oleh
tertanggung akibat terjadinya resiko diluar perjanjian sera hambatan-hambatan apa
zaja vang terjadi didalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian,

Adspun metode penelitian yang digunakan bersifat wvuridis sosiologi aminya
menckankan pada prakiek dilapanzan dikaitkan dengan aspek hukum vang berlaku
berkenaan dengan pokok masalah vang akan diboshas yaite bagaiman pelaksanann
pembayaran ganti kemogian asuransi kendaraan bermotor pada T Asueansi Jasa
Indonesia Cabang Padang, vanp didasarken pada data primer yaitu dengan melakukan
wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yaitu denegan cara penelition vang
berasal don perpustakoan guna kelengkapan skripsi ini.

Melihat permasalahan dari penelitian vang dilakukan Rhususnya lentang
pengajuan ganti rugi ditemuokan adanye hambatan-hambatan artinys tidak scmua panti
ragi dikabulkan, Apar tontutan ganti rugi itu dikabulkan, maka pihak tertangpung
harus memenuhi syvarat-svaral vanyg sodab ditetapkan oleh PT. Aseransi Jasa
Indonesia, Disamping ite diperlukan adanya keterangon yang sejujur-jujurnya darf si
ertangpunge  mengenat kondisi kendarasn terschut  padn saat permintaan
pertangpungan kendaraan bermotor vang kemudian dipindahkan kedalam polis. Hal
ini berkaitan erat dengan semua resiko-resiko vang akan terjadi, karena resiko yang
tercanium dalam polis yang akan mendapatkan ganti kerugian, sedanghkan resike vano
tidak tercanturn tidak diberikan panti kerogizn,  Untuk  menghindari adanya
perselisihan dalam pelaksanaan pembayaran panti kerugian di Kemuodian hord kdua
Befalr pihak batk penanggung maupun tertanpeeng lebih memahami ok dan
kewajibannya dalam perjanjian vang telah disepakati.



BARI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Indonesia saat inik telah  mengalami kemaquan vang pesal dalam
berbagai  bidang  kehidupan  misalnya,  dibidang  teknologr,  telekomunikasi,
pengangkutan dan juga perindustedan Khususnva industi kendaraan bermotor, Seiring
dengan kemajuan tersebut kita juga tidak bisa melepaskan dini dari dampak-dampak
m:umi.rhya pada kehidupan kita, sebab kemajuan teknologi vang tingpi disamping

dlapat .::nemhgt']_kan manfaat tertente bagi kebidupan dapat juga menimbulkan berbaga
[ L
permasalahan misalnyva, akibat banyakoya wolume motor di Indonesia sementara
skomodasi jalan vang belum memadai mengakibatkan sering terjadi bal-hal vang
tiddak kita inginkan seperti. keeclakaan, adanya pencurian kendaraan dan terjadinva
kerusakan-kerusakan akibat bencana alam misalnya rusak karena banjir, terbakar, dan
lain schagainva, Resiko tersebutlah vang akhirnya menyebabkan kerugian finansial
bagi pemiliknva,

Ferugian finansial atas kendaraan bermotor tersebul merupakan akibat
vang harus dilanggung oleh pemiliknva sehingga menimbulkan beban berat vang
tidak dapat diptkul . sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk
menangeulanginya, yaitu dengan cara mengalihkan suato resiko kepada pihak lain

atau penangpung dengan memberikan suatu imbalan vang seimbang.



Selanjutnya  ada  pendapat  vang mengatakan  bahwa  alat  untuk
memindahkan suatu resiko disebut denpan asuransi alau pertanggungan,’ Adanya
lembaga asuransi ini dalam masyvarakat adalab sebagal penanggulangan resiko yang
mungkin akan terjadi baik terbadap harta benda muopun jiwanya dengan cara
memperlihatkan resiko kepada pihak lain vang bersedia menanggung dengan syarl-
syarat tertentu,”

Ddengan menyadari adanya ancaman babaya terhadap barta bendanya,
maka pemilik harta tersebut berusaha untuk mencari jalan keluamya yaine dengan
jalan membebankan resiko atau bahava tersebut kepada pihak lain dengan syarat dia

1

harus membayar kontra vang disebut dengan Premi 7. Pada saat sckarang
pertanggungan sudah merupakan suaty bentuk usaha yang sefalu siap menenma
tawaran dari pihak lain untuk mengambil resiko dengan harapan mendapatkan prems,
karena dengan pembavaran premi pepanggung dapal mengganti kerugian yang
diderita tertanggung.
Hal ini ditegaskan dalam pasal 246 KUHD ({ Kitab Undang-undang

Hukum Dagang ) dimana disebutkan bahwa pentanggungan adalak:

“Perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan

diri kepada seorang terlanggung dengan menerima suatu prems,

untuk  memberikan pengpantian kepadanya  karena  suatu

kerugian,  kerusakan  atau  kehilappan Keuntungan  yang
dibharapkan™,

Ubdehr wnd Commee L9583, Marafeireh Avaransi, Bina Aksara Jakama, him 235,
* Ahbas Salim, 1983, Daser Avieransi. PT. Raja Grafinde Jakana, Persada, Him &
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BAB IV
BLESIMPULAN DAN SARAMN

AL Kesimpulan

. Penentuan besarnva farif asuransi kendaraon bermotor  Berdasarkan

premi dasar, tarif premi TIH (tanggung jawab hukum), dan tarid premi

tambahan. Tingei rendahnva premi discsuaikan dengan kondisi, nsia,

jenis kendardan bermotor, don twjuan kepunasnnyva, Tarif premi dasar

dan taril premi TIH dinyatakan dzlam persen (%), sedangkan taril premi
tambahan oda pengecualiannya vaitu berdaserkan perhitungan tertentu
dengan cara penangguny bersedia menerima ditutup peranggungannya
asalkan tertanggung  bersedia membayar  penambshan premi wvang
dinyatakan dalam persen dari haroe pertanggoungan kendaraan bermator
wvang bersanzkutan,

Asuransi adalah berujuan untuk mengalihkan resiko dart terangeung
kepada penanggung dan dengan adonya Kata sepakat diantara mereka
maka terjadilah perjanjian asuransi. Adapun prosedur pembavaran ganti
kerugian  asuransi kendaraan  bermotor  maka pibak penanggung
berkewajiban menverashkan dokumen-dokumen sebapai berikut -

a.  Surat isian laporan kerogian,

b, Swrot keterangan Kecelakaan atau kehilanpan dar pihak kepolisian,

e, Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga bila pihak ketiga dirugikan

clalamy Becelakaan tersebut.
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